
 

 

 

B U P A T I  P E G U N U N G A N  B I N T A N G 
P R O V I N S I  P A P U A 

 

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

NOMOR    27     TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DIVIDEN 

PT. FREEPORT INDONESIA TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 

huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun  2022  

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pegunungan Bintang  Tahun Anggaran 

2022, perlu diatur mengenai lain – lain 

pendapatan daerah yang sah, yang memuat 

rincian lebih lanjut dari penggunaan dana dividen 

PT. Freeport Indonesia Tahun 2022; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang 

tentang Pedoman Penggunaan Dana Dividen PT. 

Freeport Indonesia Tahun 2022; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

 

SALINAN 



Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

135, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6697); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 



  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

  12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (covid 19) Dan Atau Dalam 

Rangka Mengadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional 

Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6516); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000  

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 4021); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

Tahun 2000 4022); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000  

tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan 

Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 

4028); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4488), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 

Negara/Daerah Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4662); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

137,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 

2010 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110,Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia  Nomor 5155); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005         Nomor 

4614); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5272); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan 



Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

73,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

  26. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6178); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63); 

  29. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk 

Percepatan Pembangunan Kesejateraan di Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

60); 

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah); 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425)sebagaimana telah diubah 

dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Tahun 2019 Nomor 1447); 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang  Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 450); 

  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang  Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067); 

  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 



Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547); 

  36. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  37. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 926); 

  38. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan 

Bintang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan 

Bintang Tahun 2021 Nomor); 

  39. Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan 

Bintang Tahun 2022 Nomor); 

 

M E M U T U S K A N 

 

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DIVIDEN 

PT. FREEPORT INDONESIA TAHUN 2022 

 

Pasal 1 

Lain – lain pendapatan daerah yang sah yang diterima oleh Kabupaten 

Pegunungan Bintang bersumber dari dana dividen PT. Freeport Indonesia 

Tahun 2022 sebesar Rp 39.641.473.516,00 (tiga puluh sembilan milyar enam 

ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus 

enam belas rupiah) 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut rincian penggunaan dana dividen PT. Freeport Indonesia 

dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 1, tercantum dalam lampiran yang memuat rincian pembiayaan yang 

bersumber dari dana dividen PT. Freeport Indonesia. 



 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pegunungan Bintang ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati Pegunungan Bintang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang. 

 

Ditetapkan di  :     Oksibil 

Pada tanggal  :     4   Juli 2022 

 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

 

TTD 

 

SPEI YAN BIRDANA 

 

Diundangkan di  Oksibil 

Pada tanggal   5 Juli 2022 

PLT. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

 

              TTD 

 

ALOYSIUS GIYAI,M.Kes 
Pembina Utama Madya (IV.d)  

NIP. 19720908 200212 1 001 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022  

NOMOR : 30.  

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

       DEMI MIMIN, SH 

     PENATA MUDA TK I 
NIP. 19800706 200909 1 003 

 


